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                                           ABSTRAK  

Muhammad Al Amin: Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 

Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Gogok  

Kabupaten Kepulauanmeranti Menurut Perspektif 

Fiqih Siyasah 

 

 Penelitian ini dilatar belakangi kebijakan pemerintah mengenai 

pengelolaan sampah. Penelitian ini dilakukan Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat 

Di Desa Gogok Di Karena Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kepuluan 

Meranti Nomor 2 Tahun 2020. Rumusan dalam penelitian ini ialah Bagaimana 

upaya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan ingkungan Hidup 

Kabupaten Kepulauan Meranti. Menangani tentang pengelolaan sampah ? 

Bagaimana pengelolaan sampah di desa gogok? Bagaimana Analisis Fiqih 

Siyasah terhadap pengelolaan sampah? 

 Adapun metode penelitian  yang di gunakan oleh penulis adalah penelitian 

lapangan.  Subjeknya  adalah Kepala Bagian Lingkungan Hidup di Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Kepulauan Meranti, Staf Ahli Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dan 

Kepala Desa Gogok desa gogok Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan Observasi, Wawancara, 

Dokumentasi, Studi Pustaka. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang 

digunakan adalah kualitatif , yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. 

 Hasil penelitian menemukan Tata kelola daerah kabupaten kepuluan 

meranti nomor 2 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah adalah perubahan 

peraturan daerah kabupaten kepuluan meranti nomor 8 tahun 2018, pelaksanaan 

peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah di desa gogok 

belum pernah melakukan sosialisasi sedangkan sosialisasi dilakukan dari pihak 

desa pada tahun 2014 yang lalu. Sedangkan menurut tinjauan Fiqih Siyasah 

permasalahan ini termasuk dalam Siyasah Dusturiyah, dalam hal ini merupakan 

bentuk pelaksanaan sebuah amanah dan mentaati perintah dari seseorang 

pemimpin, karena untuk terciptanya suatu kemaslahatan bersama tidak lepas dari 

peran pemerintah dalam membuat suatu  kebijakan dan peraturan. Bahwa dalam 

menjalankan suatu kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut 

maka diperlukan seorang pemimpin yang sidiq,amanah,tabligh dan fathonah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat diperdesaan maupun diperkotaan menginginkan 

lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Hak setiap warga Negara dijamin 

secara eksplisit dalam konstitusi untuk memiliki lingkungan hidup yang 

bersih. "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat 

tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 

memperoleh pelayanan kesehatan," menurut Pasal 28 H ayat (1) UU 1945.1 

Lingkungan hidup, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, 

adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk 

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain.2  

Permasalahan lingkungan hidup adalah masalah utama yang dihadapi 

oleh umat manusia, baik di tingkat regional, nasional, maupun global. 

Dianggap sebagai penyebab konflik tersebut adalah pembangunan, laju 

pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, pola hidup, dan konsumsi.3   

Dalam beberapa kasus, kita dapat menganggap bahwa masalah 

lingkungan hayati disebabkan oleh proses pembangunan sendiri, karena 

perubahan yang dianggap sebagai inti dari pembangunan. Namun, ketika 

dilihat secara menyeluruh, pembangunan ternyata tidak berdiri sendiri. Karena 

                                                             
1
 Undang Undang Dasar 1945, n.d. 

2
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, 2009. 
3
 Ashabul Kahfi, “Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah,” Jurisprudentie : Jurusan 

Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 4, no. 1 (Juni 1, 2017):, h 12. 
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pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk, dan kemajuan 

teknologi dianggap sebagai tanda keberhasilan pembangunan, tetapi pada sisi 

lain menyebabkan konflik lingkungan hidup.  

Salah satu contohnya adalah peningkatan jumlah penduduk, yang pada 

gilirannya akan meningkatkan majemuk kebutuhan dan mengakibatkan 

peningkatan jumlah buangan/sisa atau sisa, baik dari proses konsumsi maupun 

sebagai hasil dari aktivitas yang dilakukan.4 

Setiap masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih. 

Di sisi lain, sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia dalam pembukaan 

UUD 1945, pemerintah harus melakukan pemenuhan untuk mencapai 

kesejahteraan dan kenyaman kehidupan masyarakat. Pada Pasal 4 UU 1945, 

Negara Indonesia bertujuan untuk melindungi rakyat Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan 

kehidupan rakyat, dan berpartisipasi dalam ketertipan dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan dan perdamaian. Setiap masyarakat berhak atas lingkungan 

hidup yang sehat dan bersih. Sebaliknya, sesuai dengan cita-cita luhur bangsa 

Indonesia dalam pembukaan UUD 1945, pemerintah harus melakukan 

pemenuhan untuk mencapai kesejahteraan dan kenyaman kehidupan 

masyarakat. Pasal 4 Lingkungan hidup bersih dan sehat sederhananya saja 

dapat dilihat dari mekanisme dan tata cara pengelolaan sampah. Karena 

sampah yang paling berhubungan dengan kebersihan dan kesehatan. Sampai 

saat ini sampah menjadi masalah krusial bagi lingkungan hidup baik dikota-

                                                             
4
 Ibid., h. 14 
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kota besar , perkampungan kecil, sungai, tempat umum dan seluruh sudut 

lingkungan dapat dipstikan selalu ada sampah yang bertebaran. 

Penyebab dari permasalahan pengelolaan sampah sering terjadi antara 

lainnya yaitu perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah 

pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat membebani pengelolaan 

kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan5, hal ini 

juga merupakan akibat dari pesat pertumbuhan penduduk dan minimnya 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dalam 

kehidupan. 

Secara kasat mata dapat dipastikan masalah lingkungan hidup di 

Indonesia didominisi oleh masalah sampah yang kemudian akan berujung 

pada pencermaran lingkungan seperti populasi , banjir , dan kerusakan 

ekosistem. Dalam hal ini ketidakarifan masyarakat dalam mengenali sampah 

juga menjadi penyebab semakin banyaknya sampah lingkungan. Mestinya 

sampah tidak hanya didefinisikan sebagai sesuatu yang harus dibuang karena 

tidak mempunyai manfaat lagi. Secara umum masyarakat harus diberikan 

edukasi seputar sampah , seperti pengklasifiksi menjadi sampah non organic, 

sampah organik, dan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sehingga 

dapat melakukan pemilihan dari samoah rumah tangga.6 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dan penduduk 

terbanyak didunia ke 

                                                             
5
 Ibid., h. 17 

6
 P. Joko Subagyo, Metodelogi Penelitian Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT, Rineka 

Cipta, 2004), h 4. 
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mentrian dalam negeri (mendagri) menyatakan bahwa penduduk di 

Indonesia pada tahun 2021 ini mencapai 271.349.889 jiwa, dengan jumlah 

penduduk terbanyak didunia , pasti nya Indonesia tidak luput dengan 

permasalahan lingkungan hidup yang sehat dan bersih, terutama nya tentang 

sampah , dimana semakin banyak nya penduduk semakin banyak pula 

aktivitas manusia, setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan sampah. 

Jumlah atau volume sampah sembanding dengan tingkatan konsumsi kita 

terhadap barang/material yang kita gunakan sehari-hari. Demikian juga 

dengan jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang kita 

konsumsi. 

Secara sederhana, sampah diartikan sebagai material sisa yang tidak 

diinginkan ( akhirnya dibuang ) setelah suatu proses selesai atau berakhir, 

sehingga dapat dinyatakan bahwa sampah adalah konsep yang ditujukan pada 

manusia sekaligus konsekuensi dari adanya olah aktifitas manusia7     

Menurut definisi yang dinyatakan dalam SNI tahun 2002, yaitu : 

Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organic dan 

bahan an-organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelolan agar 

tidak membahayakan lingkungan dan melindungi pembangunan.8 

Sampah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena 

pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah 

                                                             
7
 Bandingkan Dengan Pengertian Limbah Berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009. Pasal 1 Ayat (20), Yang 

Menyatakan Bahwa Limbah Adalah Sisa Suatu Usaha Dan Kegiatan. 
8
 Badan Standardisasi Nasional, NSI 19-2454-2002 Tata Cara Teknik Operasional 

Pengelolaan Sampah Perkotaan, h 1 
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merupakan suatu buangan yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia. 

Volume peningkatan sampah sebanding dengan meningkat konsumsi manusia. 

Tempat Pembuangan Sementara ( TPS )adalah tempat sebelum sampah 

diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelolaan dan tempat pengelolaan 

sampah terpadu. Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ) merupakan salah satu 

tempat yang digunakan untuk membuang sampah yang sudah mencapai tahap 

akhir dalam pengelolaan sampah yang dimulai dari pertama kali sampah 

dihasilkan, dikumpulkan , diangkut, dikelola dan dibuang.  

Sampah merupakan permaslahan yang sangat penting khususnya bagi 

masyarakat perkotaan maupun perkampungan.9 , dan hal ini dapat terjadi oleh 

beberapa factor yaitu : 

1. Volume sampah sangat besar, melebihi kapasitas TPS ( Tempat 

Pembuangan Sampah ) dan TPA ( Tempat Pembuangan Akhir ) . 

2. Lahan TPA semakin sempit tergerus oleh tujuan lain. 

3. Teknologi pengelolaan tidak optimal , menyebabkan kian membesarnya 

volume sampah dari pembusukan . 

4. Sampah yang sudah matang maupun kompos tidak dikeluarkan dari 

TPA. 

5. Manajemen pengelolaan sampah yang tidak efektif. 

6. Pengelolaan  sampah dirasakan tidak membawa dampak positif terhadap 

lingkungan. 

7. Kurangnya dukungan kebijakan pemerintah. 

                                                             
9
 HR Sudarajat, Mengelola Sampah Kota (Bogor: Niaga Swadaya, 2006).h 6 
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Oleh karna itu sampah tidak bisa lepas dari masyarakat.  Masalah 

sampah sudah menjadi topik utama yang ada pada bangsa kita, banyak hal 

yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampah ini. Namun yang pasti 

factor individu sangatlah berpengaruh dalam hal ini. 

Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk mencari solusi upaya 

permasalahan sampah dibangsa ini cepat terselesaikan , keseriusan pemerintah 

untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat itu tercemin dari 

produk hokum seperti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang Undang Nomor 18 

tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Peraturan menteri dalam Negeri 

Nomor 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah dan peraturan 

pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga 

dan sampah sejenis rumah tangga, sehingga beberapa peraturan lanjutan 

ditingkat Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah masing-masing. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 201810, Tentang 

pedoman pengelolaan sampah, dalam Pasal 13 menghadirkan lembaga 

pengelolaan sampah, dari tingkat Rukun Tetangga ( RT ), Rumah tangga ke 

Tempat Pembangunan Sementara (TPS). Dalam hal ini kelompok masyarakat 

dapat bergerak dan berperan langsung dalam hal pengelolaan sampah dengan 

ikut terlibat dalam struktur lembaga sampah tersebut. 

Sampah sudah menjadi hal biasa di kota-kota besar. Sampah dibiarkan 

begitu saja tanpa pengawasan. Masyarakat juga tinggal di perumahan kumuh. 

                                                             
10

 Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, 

n.d. 
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Ketidakpedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan pasti memiliki 

konsekuensi negatif yang signifikan. Ada pertanyaan apakah masyarakat tidak 

menyadari bahwa sumber sampah akan menimbulkan ancaman yang 

signifikan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka. 

Sampah ialah material, bahan juga segala sesuatu yang tidak 

diinginkan, baik itu merupakan sisa atau juga buangan. Meski demikian, pada 

konsep Perundangan-undangan, sampah bisa jua ada atau juga muncul akibat 

proses yang berbentuk padat. Secara sederhana , sampah diartikan menjadi 

material sisa yang tak diinginkan ( akhir dibuang ) selesainya suatu proses 

terselesaikan atau berakhir, sebagai akibatnya dapat dinyatakan bahwa sampah 

merupakan konsep yang ditujukan ke manusia sekaligus konsekuensi yang 

berasal oleh aktivitas manusia11   . 

Pengelolaan sampah dikota di Indonesia menjadi problem aktual 

seiring dengan semakin meningkatnya taraf pertumbuhan penduduk yang 

berdampak di semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan. Berapa 

penelitian menganalisis penyebab dilema problem yang terjadi dipengelolaan 

sampah pada Indonesi. Chaerul et al menganalisis konflik yang yang dihadapi 

dalam pengelolaan sampah di Indonesia, antara lain kurangnya dasar aturan 

yang tegas, tempat pembuangan sampah yang tak memadai , kurang 

                                                             
11

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, n.d., 

pasal 1 ayat (1). 
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perjuangan pada melakukan pengomposan, dan kurangnya pengelolaan TPA 

dengan system yang sempurna.12   

Kardono berkata bahwa pertarungan pengelolaan sampah yang 

terdapat di Indonesia dilihat dari beberapa indikator berikut, yaitu tingginya 

jumlah sampah yang didapatkan, tingkat pelayanan pengelolaan sampah masih 

rendah , tempat pembuangan sampah akhir ( TPA) yang terbatas jumlahnya, 

institus pengelalaan sampah persoalan biaya. Jumlah timbun sampah  yang 

mencapai 175.000 ton/hari atau setara dengan 64 juta ton/hari wajib dapat 

diolah dengan tepat supaya jumlahnya timbunan tidak semakin meningkat. 

Pola pengelolaan sampah di Indonesia antara lain dengan pembentukan 

Bank sampah, peningkatan daur ulang, pembentukan kompos berasal dari 

sampah organik, artinya bentuk penerapan manajemen ekosentris, dimana 

bentuk tersebut tidak hanya memusatkan perhatian pada dampak pencemaran 

pada manusia, namun pula di kehidupan secara holistik.13       

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kebersihan 

pencapaian tujuan dalam pengelolaan sampah di Indonesia termasuk jumlah 

penduduk yang dilayani, tingkat pelayanan pengumpulam sampah oleh 

pemerintah daerah, dan elemen teknik TPA (jumlah TPA, masa layan fasilitas, 

pemantauan gas metan dan lindi, dan pengelolaan sampah di TPA)., seperti 

yang dikutip dari KNLH Statistik Persampahan Indonesia (2008). Pemerintah 

tetap bertanggung jawab atas pengelolaan sampah, sesuai dengan tujuan UU 

                                                             
12

 Rizqi Puteri Mahyudin, “Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak 

Lingkungan Di Tpa (Tempat Pemrosesan Akhir),” Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan) 3, no. 1 

(April 3, 2017): h 6. 
13

 A.S Keraf, Etika Lingkungan Hidup (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), h 116. 
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No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Salah satu penyebab konflik 

ini adalah kurangnya peraturan yang mengatur partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan sampah, yang mengakibatkan sistem pengelolaan sampah 

Indonesia tidak efisien14. 

Lebih dari 90% kabupaten/kota di Indonesia masih menggunakan 

sistem pembuangan akhir bebas, yang berarti sampah dibuang begitu saja di 

tempat pembuangan akhir tanpa dikelola. Menurut penelitian yang dilakukan 

di berapa kota pada tahun 2012, pola pengelolaan sampah di Indonesia adalah 

sebagai berikut: sampah diangkut dan dibuang ke TPA 69%, dikubur 10%, 

dikompos dan didaur ulang 7%, dibakar 5%, dan sisanya tidak dikelola 7%.15      

Sampah yang berserakan tak dikelola dengan baik dapat menghambat 

Kebersihan lingkungan, menimbulkan aneka macam penyakit. tetapi 

demikian, tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya tersebut sangatlah 

rendah. Masih banyak ditemukan warga yang membuang sampah 

sembarangan atau sengaja manghasilkan timbunan sampah pada pinggir jalan. 

Good Environmental Governance ialah bagian asal kebijakan 

pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hayati demi kelestarian serta 

keberlanjutan lingkungan hayati. Penyelenggaran pemerintah sesuai prinsip 

Good Environmental Governance menyampaikan bahwa pengelolaan urusan 

pemerintah pada bidang asal Daya Alam serta lingkungan diselenggarakan 

sedemikian rupa dengan dilandasi Visi perlindungan dan pelestarian fungsi 

                                                             
14

 Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia ( KNLH). Statistik 

Persampahan Indonesia. 2008. 
15

 & Suyeno Fitri, R. F., Ati, N. U., S. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam 

Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu Sampah Terpadu ( Studi Kasus di Taman Pembuangan 

Akhir ( TPA ) (Mojokerto: Respon Publik, 2009), h 12–18. 
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lingkungan hayati dalam mendukung aplikasi pembangunan berkelanjuta. 

Good Environmental Governance merupakan banyak sekali kegiatan yang 

diselenggarakan pemerintah dengan permanen memperhatikan 

keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hayati terutama sumber daya 

alam menggunakan dan melibatkan semua anggota masyarakat
16

Peraturan 

seperti Pasal 47 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Sampah, PP No. 18 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 harus disahkan untuk menyelenggarakan 

pengelolaan sampah yang terpadu dan memenuhi hak dan kewajiban 

masyarakat. serta untuk menyempurnakan wewenang Pemerintah Daerah 

untuk memberikan pelayanan publik. 

Berdasarkan Perda Kabupaten Kepulaun Meranti Nomor 2 Tahun 2020 

(Pasal 29),  Rencana Pengurangan dan Penanganan Sampah sebagai berikut:17 

1. Target pengurangan sampah. 

2. Target penyediakan sarana dan prasarana pengurangan dan 

3. penanganansampah mulai dari sumber sampah sampai dengan ke TPA. 

4.  Pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi 

masyarakat. 

5. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah 

daerah dan masyarakat ; dan  

                                                             
16

 Hilmi Alwi Addahlawi, “Implementasi Prinsip Good Environmental Governance 

Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia,” Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan 8, 

no. 2 (2019): h 108. 
17

 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2020, Tentang 

Pengelolaan Sampah, n.d., pasal 29. 
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6. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi  yang ramah 

lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang 

dan penanganan akhir sampah. 

Fokus penelitian peneliti adalah Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi Target 

penyediakan sarana dan prasana pengurangan dan penanganan sampah mulai 

dari sumber sampai dengan ke TPA. 

   Gogok adalah salah satu desa atau kelurahan di kecamatan Tebing Tinggi 

Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Desa Gogok memiliki jumlah penduduk 

sebanyak 2.346 jiwa. kondisi penduduk Desa Gogok rata rata memiliki 

penghasilan dari petani karet, sawit, berkebun, wiraswasta, dan buruh 

pedagang. Jadi kondisi perekonomian di Desa Gogok bisa dikatakan cukup 

rendah karena penghasilan yang di peroleh penduduk hanya cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. 

   Berdasarkan Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 

2020, bahwa pengelolaan sampah kebersihan artinya tanggung jawab Pemda, 

pada melaksanakan urusan tempat tinggal tangga wilayah serta tugas 

pembantuan pada bidang peningkatan kebersihan, meningkatkan kesadaran 

serta mencegah warga dalam pengelolaan sampah, penanganan dan 

pengurangan sampah, dan menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan  

sampah. 

    Rapung sammudin mengatakan adapun cara kerja Pemerintah 

negara dalam membuat kebijakan pada konteks fiqih siyasah menurut Abdul 
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Wahhab Al-Khallaf ialah peraturan perundangan yang dibuat supaya bisa 

memelihara ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.18      

 Dalam Al-Qur‟an memang tak dijelaskan ketentuan yang tegas dan 

rinci bagaimana sistem pemerintahan suatu negara dibuat. Islam lebih 

menekankan bagaimana sebuah sistem itu mampu melahirkan serta 

mengantarkan suatu bangsa kepada  suasana adil dalam kemakmuran, dan 

makmur dalam keadilan, bebas dari tekanan tirani mayoritas terhadap 

minoritas.
19

 

 Untuk mengatur serta memimpin masyarakat Indonesia yang pada 

umumnya memiliki sifat dan keperibadian yang berbeda-beda maka 

dibutuhkannya seorang pemimpin yang adil yang dapat memberikan 

kemaslahatan bagi seluruh rakyat seperti yang tercantum dalam Q.S An-Nisaa 

(4):58
20

.  

                         

                            

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 

lagi Maha melihat. 

 

                                                             
18

 Rapung Sammudin, Fiqih Demokrasi (Jakarta: Gozian Press, 2013), h 50. 
19

 Abdul Mustaqim, “Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur‟an ( Sebuah Transformasi 

Makna Jihad),” Jurnal Analisis 5, no. XI (2011): h 166. 
20

 Inas Afifah Zahra, Marno Marno, dan Basuki Wibawa, “KEWAJIBAN PEMIMPIN 

DAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF AL-QUR;AN SURAH AN-NISA AYAT 58,” Journal of 

Islamic Education Studies 1, no. 1 (Agustus 24, 2022): h 10–16. 
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         Ayat diatas, ditunjukan pada para pemimpin, pemegang kekuasaan buat 

menjaga amanat yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal yang 

diberikan terutama hal yang berkaitan dengan warga maupun bawahannya dan 

berbuat adil dalam memberikan keputusan. Sedangkan menurut Imam Ar-Razi 

dalam tafsir Mafatih Al- Ghaib, amal perbuatan insan dikategorikan sebagai 

tiga bagian :  

           Pertama yang berkaitan menggunakan urusan yang berkuasa. Dalam 

hal ini, Allah memerintahkan agar seseorang memegang berupa menjalankan 

perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-nya. Lingkup bahasannya cukup 

luas sekali bagai lautan yang tidak bertepi, bahkan Ibnu Mas‟ud beropini 

bahwa segala amanat terdapat dalam berbagai dimensi kehidupan mirip 

wudhu, shalat, zakat, serta puasa. 

           Kedua, jujur yang berkaitan dengan orang lain seperti pinjam 

meminjam, tak mengurangi timbangan pada berniaga begitu pula tak 

membuatkan segala keburukan orang lain. Pada hal ini masuk kriteria keadilan 

para penguasa kepada rakyat ataupun keadilan seorang ulama‟ kepada 

jama‟ahnya menggunakan cara tidak memberatkan pada mereka. 

           Ketiga, amanah terhadap diri manusia sendiri menggunakan cara 

memilih yang terbaik buat dirinya pada dunia dan akhirat serta tidak 

mendahulukan hawa nafsu serta menjauhkan asal segala yang merugikan. Asal 

penerangan ini dapat dipahami  bahwa orang yang menunaikan amanah 

niscaya hidupnya menjadi berkah dan penuh pesan tersirat. 
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           Pengertian dari Fiqih Siyasah ialah mengatur, mengedalikan, 

mengurus, atau membentuk keputusan yakni, mengatur kemaslahatan umat 

insan hingga sinkron dengan syara‟ dan peraturan perundangan-undangan 

yang berlaku.21    

            Permasalahan tentang sampah masih belum menerima perhatian dalam 

hal kebijakan, selain itu warga belum memahami pengelolaan sampah yang 

sempurna, terbukti dengan masih banyak tumpukan sampah yang dibuang 

asal-asalan dipinggir jalan. Serta terkait lambangnya pengangkutan sampah.  

            Dalam mengatasi permasalahan sampah diatas, pemerintah daerah 

dapat melakukan pengurangan sampah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 

(11) pengurangan sampah meliputi sebagai berikut :22     

Setiap orang atau badan wajib memelihara kebersihan dilingkungan  

1. Setiap orang atau badan harus secara aktif mencegah terjadinya 

pembuangan sampah wilayah perairan. 

2. Setiap orang atau badan yang memiliki usaha atau kegiatan transportasi 

laut wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan. 

3. Sampah sebagai dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib dibuang ke 

TPS (Tempat Pembuangan Sampah). 

4. Setiap orang atau badan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan 

sampah jenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani 

sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. 

                                                             
21

 Ahmad Dajuli, Fiqih Siyasah Impelementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam Rambu-

Rambu Syariah (Jakarta: Kencana, 2003), h 25. 
22

 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2020, Tentang 

Pengelolaan Sampah, pasal (11) Tentang Pengelolaan Sampah. 
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5. Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib 

dibuang pada waktu yang telah ditentukan. 

6. Penentuan waktu pembuangan sampah tangga dan sampah sejenis sampah 

rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup ( DLH ). 

7. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dapat dikenakan 

sanksi adminstratif berupa  teguran tertulis dan atau penutupan tempat 

usaha. 

           Dalam menangani permasalahan sampah di Desa Gogok, Dinas 

Lingkungan Hidup,telah membenarkan bahwa tumpukan sampah yang 

seharusnya berada dalam TPS ( Tempat Pembuangan Sampah), kini 

ditempatkan tak jauh dari badan jalan hingga mengundang perhatian sejumlah 

pihak dan masyarakat setempat. Persoalan ini dipicu rusaknya alat berat, 

sehingga muatan sampah tidak maksimal dan menghambat pendistribusian 

menuju ke tempat sampah pembuangan.  

          Selain itu pemerintah juga diwajibkan menyediakan TPS (Tempat 

Pembuangan Sampah), /TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu),  dan 

TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang singkron dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan, yang kemudian dibutuhkan juga disediakanya 

kawasan tempat tersebut sehingga tak terdapat lagi tumpukan sampah 

berserakan. 
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          Membuang sampah asal-asalan yang berakibatkan timbulannya 

tumpukkan sampah tertentu akan menimbulkan aneka macam akibat negatif, 

maka langkah yang baik merupakan melakukan pencegahan menggunakan/ 

menerapkan peraturan serta hukuman seperti yang dijelaskan pada pasal 55 , 

setiap orang dan/ atau badan sengaja melakukan pelanggaran terhadap pasal 

24 dan pasal 25 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling 

lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 ( lima puluh 

juta rupiah). Namun kenyataannya peraturan tadi terlihat kurang berjalan 

sebagaimana mestinya.23 

          Berdasarkan observasi (pengamatan) penulis, ditemukan gejala-gejala 

diantaranya : 

1. Masih banyak masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah 

ditingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah sampah, 

menyimpannya, dan membuang pada tempatnya , sehingga banyak kita 

temui sampah tidak terangkut. 

2. Masih sering dari pihak pengakut sampah yang lamban, sehingga 

mengakibatkan terjadinya tumpukan sampah banyak. 

Dari gejala diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : “PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG 

PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA GOGOK  KABUPATEN 

KEPULAUAN MERANTI MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH 

’’. 

                                                             
23

 Ibid., h.8 
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B. Batasan Masalah  

 Skripsi ini membahas implementasi peraturan daerah kabupaten 

kepulauan meranti nomor 2 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah menurut 

perspektif fiqih siyasah. Agar skripsi ini lebih terfokus dan terarah, maka 

penulis hanya akan membahas pasal 29 ayat 2 berdasarkan studi kasus di desa 

gogok kecamatan tebing tinggi barat .  

C. Rumusan Masalah  

Dengan memeperhatikan masalah diatas maka dapat diambil dan 

dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan 

penelitian ini: 

1. Bagaimana tata kelola sampah di kabupaten kepulauan meranti 

berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 ? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Meranti Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa 

Gogok Kecamatan Tebing Tinggi Barat? 

3. Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Pengelolaan 

Sampah Di Desa Gogok Kecamatan Tebing Tinggi Barat ? 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Meranti No 2 Tahun 2020 Di Desa Gogok Kecamatan 

Tebing Tinggi Barat. 



18 

 

 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2020 

Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Gogok Kecamatan Tebing 

tinggi Barat. 

c. Untuk mengetahui Pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah Tentang 

Pengelolaan Sampah Di Desa Gogok Kecamatan Tebing Tinggi Barat. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

b. Untuk menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis 

dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum 

Tata Negara ( Siyasah ). 

c. Untuk dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya atau dijadikan 

sebagai sumber informasi bagi penelitian berikutnya.
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BAB II 

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 

2020 Tentang Pengelolaan Sampah 

a. Pengertian Peraturan Daerah  

Tidak ada yang tahu bahwa Peraturan Daerah ada dalam UUD 

1945 sebelum diamandemenkan, sehingga mereka termajinalkan dalam 

struktur peraturan perundang-undangan Indonesia. Peraturan daerah 

telah ditetapkan secara konstitusional setelah UUD 1945 

diamandemen, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 18, ayat 6, yang 

berbunyi sebagai berikut: "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan 

peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan 

tugas pembantuann daerah Kabupaten Kepulaun Meranti Nomor 2 

Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.".24  

b.  Untuk menetapkan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah serta 

fasilitas pendukungnya, peraturan daerah (Perda) digunakan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah. Namun, seringkali ada masalah dengan 

penetapan dan pelaksanaan Perda ini, dan pemerintah pusat kewalahan 

untuk mengawasinya sampai pembatalannya.  

 

 

                                                             
24

 Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam 

Mendukung Otonomi Daerah,” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 19 (Februari 1, 2014): h 21. 
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c. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 

Peraturan Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Sampah, mengatur tentang sampah sisa kegiatan manusia sehari-hari, 

dan mengatur tentang bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi 

berdasarkan yang dijelaskan pada pasal 55.  

Setiap orang dan/atau badan yang dengan sengaja melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan pasal 24 dan pasal 25 peraturan daerah 

ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 

denda paling banyak Rp.50.000.000,00 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) 

2. Pengelolaan 

Pengelolaan berdasarkan Kamus bahasa Indonesia artinya suatu 

proses atau cara berupa perbuatan dalam bentuk perbuatan dalam bentuk 

memproses aktivitas tertentu menggunakan cara menggerakkan asal daya 

manusia lain, proses perumusan kebijakan serta tujuan organisasi, atau 

proses supervise terhadap holistic hal yang melibatkan diri di tengah 

pelaksanaan kebijaksanaan serta dalam rangka mencapai tujuan.25    

Pengelolaan sampah terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 

2012 Wacana Pengelolaan Sampah tempat tinggal tangga dan 

Sampahhomogen sampah rumah tangga (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 angka 188, Tambahan Lembaga Negara Republik 

Indonesia Nomor 5347) memperkenalkan Kensepsi 3 R yaitu (1) reduce, 

mendorong kita sebisa mungkin mengurangi penggunaan barang yang 

                                                             
25

 Daryanto, Kamus Indonesia Lengkap (Surabaya: Apollo, 1997), h  384. 
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membentuk sampah, (2) re-use, menggunakan balik barang yang biasa 

dibuang dengan menghindari barang-barang yang disposable ( sekali 

gunakan buang.26 

Berikut merupakan beberapa fungsi pengelolaan sampah: 

a. Fungsi perencanaan pada manajemen mencakup serangkain 

keputusan-keputusan termasuk penentuan-penentuan tujuan, 

kebijakan, membentuk program, memilih metode dan prosedur serta 

membentuk jadwal ketika pelaksaan. Dalam Implementasinya fungsi 

perencanaan diperlukan dalam pengelolaan sampah perkotaan, dengan 

memilih tujuan ‟‟higienis itu ialah sehat”. 

b. Fungsi pengorganisasian, yaitu proses aplikasi asal planning yang 

telah ditetapkan, dimulai berasal kebutuhan alat atau fasilitas, 

insan/pekerja, termasuk korelasi antara personal yang melakukan 

aktivitas tadi. 

c. Fungsi supervise, merupakan proses pengamatan terhadap aplikasi 

semua kegiatan untuk mengklaim agar semua kegiatan berjalan 

dengan baik sinkron menggunakan planning yang sudah ditetapkan, 

serta dievaluasi menjadi suatu proses evaluasi terhadap pelaksanaan 

aktivitas27 

3. Sampah 

Sampah ialah bahan yang terbuang atau dibuang asal yang akan 

terjadi aktifitas insan juga proses alam yang belum mempunyai nilai 
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 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan 
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ekonomi. Berdarkan kamus istilah Lingkungan Hidup, sampah 

mempunyai definisi menjadi bahan yang tidak memiliki nilai, bahan yang 

tidak berharga buat maskud biasa, pemakain bahan rusak, barang yang 

cacat pada pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, atau bahan yang 

ditolak. Sampah memiliki beberapa kriteria, limbah yang berbentuk padat 

serta juga ½ padat, berasal bahan organic atau anorganik,baik benda logam 

juga benda bukan logam, yang bisa terbakar serta yang tidak dapat 

terbakar. Bentuk fisik benda-benda tadi dapat berubah menurut cara 

pengangkutannya atau cara pengelolaan.
28

   

Sampah menurut Notoatmodjo ialah sesuatu berupa benda atau 

bahan yang tidak digunakan lagi dalam pekerjaan insan. Organisasi 

kesehatan dunia atau WHO (World Heatlh Organization) jua 

menyampaikan definisi sampah artinya barang yang tidak digunakan 

maupun digunakan lagi. Sesuatu yang selayaknya dibuang namun asal 

berasal kegiatan sehari-hari manusia itu sendiri sehingga tidak otomatis 

hadir sendiri. 

4. Pengelolaan Sampah 

Yang dimaksud dengan pengelolaan sampah artinya perlakuan 

terhadap sampah buat memperkecil serta menghilangkan duduk perkara 

problem yang bisa ditimbulkan pada kaitannya menggunakan lingkungan. 

Karena itu pengelolaan sampah dapat berbentuk upaya buat mengurangi 
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volume sampah atau mengembalikan (Recyling) sampah menjadi bahan-

bahan yang berguna. 

Pengelolaan sampah mempunyai beberapa tujuan yang sangat 

mendasarkan yaitu meliputi (Departemen Pekerjaan Awam,1995): 

a. Mempertinggi kesehatan lingkungan serta rakyat. Penanganan sampah 

yang terencana dan dilaksanakan menggunakan baik mulai asal 

kegiatan pada asal sampai pembuangan akhir akan menciptakan 

kondisi suatu pemungkiman/kota yang baik berarti pula sebagai 

peningkatan kualitas kebersihan lingkungan dan warga. 

b. Melidungi sumber daya alam (air) penanganan serta pembuangan 

sampah yang tidak dilakukan menggunakan benar akan membentuk 

potensi yang sangat akbar terjadinya pencemaran terhadap air, bak air 

pemungkiman atau air tanah oleh timbunan sampah yang beredar 

dibanyak daerah tanpa penanganan yang baik. 

c. Melindungi fasalitas social ekonomi. Pada rakyat yang kurang 

mengerti penanganan sampah yang baik akan membuang sampahnya 

pada selokan, saluran, sungai serta laut, akibatnya terjadi timbunan 

sampah di daerah tempat tersebut yang mengakibatkan genangan air 

atau bahkan banjir, yang merusak prasarana kota mirip jalan, jembatan, 

gedung yang pada akhirnya akan menghambat kegiatan social 

ekonomi. 
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d. Menunjang pembangunan sektor strategis laju pembangunan yang 

pesat dibeberapa sector strategis seperti industri serta pariwisata perlu 

didukung menggunakan pelayanan yang memadai. 

Menurut sudarso pengelolaan sampah dapat dibedakan menjadi dua 

macam yaitu: 

a. Penangganan setempat. Penangganan setempat adalah penangganan 

yang dilakukan sendiri oleh penghasil sampah dengan cara lain yang 

masih dapat dibenarkan pada perjuangan pemusnahan sampah. 

b. Penangganan terpusat. Adalah penanggan-penanggan sampah yang 

dilakukan secara komunal pada suatu area tertentu, sehingga 

memerlukan system manajemen yang lebih kompleks pada banyak 

aspek. 

5. Fiqih Dusturiyah   

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah 

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah yang 

membahas masalah perundang-udangan Negara. Dalam hal ini juga 

dibahas antara lain konsep-konsep konsitusi (Undang-Undang dasar 

Negara dan sejarah lainnya Perundang-Undang dalam satu Negara ). 

Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga 

demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-

Undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep 

Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara 



25 

 

 

pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib 

dilindungi.29 

Permasalahan didalam Fiqih Siyasah Dusturiyah adalah 

hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain 

serta kelembagaan- kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. 

Oleh karna itu, di dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi 

hanya membahas pengaturan dan Perundang-Undangan yang dituntut 

oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip 

agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 

kebutuhannya.
30

 

b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 

Fiqih Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang 

sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan 

persoalan fiqih siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal 

pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat Al-Qur‟an maupun hadist, 

maqosidu syariah,dan semangat ajaran islam di dalam mengatur 

masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur 

dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan 

yang dapat berunbah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di 

dalamnya hasil ijitihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya31. 
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Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara 

tentang pemerintah dari pada Negara, hal ini disebabkan antara lain 

oleh: 

1) Perbedaan antara Negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti 

yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap 

perbuatan Negara di dalam kenyataanya adalah perbuatan 

pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang diserahi 

tugas untuk menjalankan pemerintah. Sedangkan para fuqah/ulama 

menitik beratkan perhatian dan penyedilidikannya kepada hal-hal 

praktis. 

2) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan Negara, 

Negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula 

pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun 

dan digunakan sebagai alat Negara. 

3) Kalau fugaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala Negara 

(imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang 

menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh 

kepala Negara (imam). 

4) Fakta sejarah islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama 

yang dipersoalkan oleh umat islam setelah rasullah wafat adalah 

masalah kepala Negara, oleh karena itu logis sekali apabila para 

fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala 

Negara dan pemerintahaan ketimbang masalah kenegaraan lainnya. 
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5) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu Negara adalah lebih banyak 

mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan dari pada unsur-unsur 

Negara yang lainnya. 

Sumber fiqih dusturiyah pertama adalah Al-Qur‟an al-karim 

yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan 

kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur‟an. 

Kemudian kedua adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan 

imamah, dan kebijaksaan-kebijaksaan Rasullah SAW didalam 

menerapkan hukum dinegeri arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan 

khulafa al-Rasyidin di dalam mengedalikan pemerintah. Meskipun 

meraka mempunyai perbedaan dai dalam gaya pemerintahan sesuai 

dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur yaitu , 

berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. 

Keempat, adalah hasil ijitihad para ulama, di dalam masalah umat 

misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber 

kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip Al-Qur‟an dan hadist. Adat kebiasaan semacam 

ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada 

pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang 

tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum 

yang harus diperhatikan. 
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c. Konsep Negara Hukum Dalam Siyasah Dusturiyah 

1) Konstitusi 

Dalam fiqih siyasah, konstitusi disebut juga dengan 

dusturiyah. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya 

adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang 

politik maupun agama‟‟. Dalam perkembangan selanjutnya, kata 

ini digunakan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster 

(majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab , 

kata dustur berkembang pengertiannya menjadi dasar, atau 

pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang 

mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota 

masyarakat dalam mengatur sebuah Negara.  

Menurut „ Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang 

diletakan islam dalam perumusaan undang-undang dasar ini adalah 

jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan 

persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa 

membeda-bedakan stratifikasi social, kekayaan, pendidikan, dan 

agama.32      

a)  Legislasi  

Dalam kajian fiqih siyasah legislasi atau kekuasan 

legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri’iyah yaitu 

kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan 
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hukum. Tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang 

akan diberlakukan bagi umat islam. Akan tetapi, dalam wacana 

fiqih siyasah, istilah al-sulthah al-tasyri’iyah,digunakan untuk 

menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah 

islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini 

kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan 

pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan 

diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan 

ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat 

islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam islam 

meliputi.33     

1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk 

menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam 

masyarakat islam. 

2) Masyarakat islam yang akan melaksanakannya. 

3) Isi peraturan atau hukum sesuai dengan nilai-nilai dasar 

syariat islam 

B. Penelitian   Terdahulu  

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Didalam tinjauan 

penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan 
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penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai 

referensi dalam memperbanyak bahan kajian yang akan ditulis. Dan berikut ini 

adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian 

yang dilakukan oleh penulis. 

Adapun penelitian terdahulu yang yang relevan dengan studi ini. 

pertama  adalah skripsi milik Annisa Suciati dengan judul Kebijakan Publik 

dan Partisipasi Masyarakat (Implementasi Perda No.15 tahun 2011 tentang 

pengelolaan sampah di Kota Bekasi terhadap TPA Sumur Batu ). Hasil 

penelitian ini menunjukkan Implementasi Perda tersebut belum berjalan 

dengan efektif. Dikarenakan beberapa hal yaitu : pengelolaan sampah di TPA 

Sumur Batu belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena di pembuangan 

aktif yaitu zona 5 masih menggunakan sistem open dumpling dan control 

landill, kurang adanya sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam 

pengelolaan sampah kepada masyarakat, pengelolaan sampah dari sumbernya 

dengan menggunakan konsep 3R ( Reduce, reuse, recyle ) yang merupakan 

salah satu konsep untuk meminimalisir sampah yang masuk ke TPA Sumur 

Batu belum berjalan, kurang adanya partisipasi masyarakat Kota Bekasi dalam 

pengelolaan sampah atau pemeliharaan kebersihan karena sikap dan perilaku 

masyarakat yang cenderung acuh dan kurangnya zona pembuangan 

merupakan salah satu permasalahan menumpuknya sampah terjadi di TPA 

Sumur Batu Kota Bekasi.34   
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Penelitian kedua adalah skripsi milik Fitria Krismansyah dengan judul 

Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di 

Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara. Hasil penelitian 

ini adalah tujuan pengelolaan sampah untuk mengurangi volume sampah yang 

dibuang ke TPA belum dilakukan sepenuhnya oleh pengelola kawasan 

mandiri karena kurangnya kesadaran pengelola kawasan, mereka hanya 

membayar retribusi sampah saja dan belum adda sanksi yang diberikan oleh 

Dinas Kebersihan sesuai Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan 

sampah pasal 130. Selanjutnya kurang adanya peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan sampah di TPS Kecamatan Kelapa Gading, hal ini disebabkan 

karena sikap dan perilaku masyarakat yang hanya sebatas menjaga kebersihan 

lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya saja namun 

cenderung acuh terhadap pengelolaan sampah sehingga hanya mengandalkan 

petugas kebersihan saja untuk mengelola sampah. Terakhir kurangnya personil 

kepolisian yang bersertifikasi penyidik untuk menindak pelanggaran 

pelaksanaan Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.35     

Penelitian ketiga adalah skripsi milik Gita Fitriyani dengan judul 

Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan peraturan daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah ( Studi di Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung). Hasil penelitian ini adalah 

pelaksanaan peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 tahun 2015 

tentang pengelolaan sampah berjalan cukup baik karena pemerintah sudah 
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melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah dalam 

mengendalikan permasalahan sampah tersebut sehingga mampu menjaga 

keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran lingkungan, walaupun 

masih terdapat beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam 

melakukan upaya tersebut baik dari segi financial , sarana dan prasarana 

maupun sosialisasi yang masih kurang diberikan kepada masayarakat.36   

Penilitian ke empat artikel Mumuh Muksin dengan judul Analisis 

Kualitas Pelayanan Dalam Tata Kelola Sampah Di Kabupaten Sumedang. 

Mumu Muksin membahas tentang kualitas pelayanan pengelolaan untuk Dinas 

Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang menggunakan teori 

kualitas pelayanan Fitzsimmons. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman digunakan 

untuk menganalisis data penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dimensi tangible belum berjalan dengan baik; kendaraan operasional untuk 

pengangkutan sampah menjadi kendala, dan kendaraan yang secara fisik tidak 

baik masih ada. Dimensi kepercayaan tidak berjalan dengan baik karena tidak 

komprehensif dalam pengangkutan sampah di wilayah Kabupaten Sumedang; 

dimensi responsif, yang berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Prosedur 
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Operasi (SOP); dan dimensi keamanan, yang berjalan dengan baik karena 

masyarakat merasa terbantu dan tidak memiliki keluhan.37   . 

Penelitian ke lima artikel yang ditulis Mawan Eko Defriatno dan 

Andhi Krisdhianto  dengan artikel berjudul Analisi Potensi  Nilai Ekonomi  

Sampah Perumahan Kawasan  Kota Kabupaten Jember. Membahas tentang 

potensi ekonomi sampah perumahan kawasan kota kabupaten jember.38    

Senada dengan mawan eko defrianto dan andhi krisdhianto , Ani 

Marlina membahas tentang Tata Kelola Sampah Rumah Tangga melalui 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Indonesia. Ani Marlina berbicara 

tentang cara membuat masyarakat lebih mampu mengelola sampah secara 

mandiri, dan dia merumuskan cara desa dapat membantu dalam tatakelola 

sampah di skala desa. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Data 

dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan stakeholder, termasuk 

kepala desa dan pelaku di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan 

Hidup, serta pendekatan non-interaksi, yaitu studi litelatur dan kebijakan. 

Penelitian menemukan bahwa (a) pemberdayaan dimulai dengan 

menumbuhkan nilai-nilai moral, kesadaran, pandangan, dan tanggung jawab 

lingkungan di masyarakat; (b) pemberdayaan masyarakat dalam tatakelola 

sampah rumah tangga efektif dimulai dari tingkat RT/RW; (c) penguatan desa 

diperlukan dengan menyerahkan tanggung jawab tatakelola sampah kepada 
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desa dari Kabupaten/Kota; dan (d) desain tatakelola sampah yang inovatif dan 

komprehensif harus dibuat sesuai dengan peraturan. Hasil Penelitian: Gerakan 

nasional untuk mengelola sampah rumah tangga yang efektif dapat dimulai di 

74.957 desa.39    

Sementara itu penelitian tentang pengelolaan sampah dikota meranti 

antara lain dilakukan oleh Ria Riska Puspitasari dalam artikel berjudul  

Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam 

Pengelolaan Sampah Tahun 2015. Ria Rika Puspitasari berbicara tentang 

bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti bekerja sama 

untuk mengelola sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi 

pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengelolaan sampah 

pada tahun 2016 tidak efektif. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan 

menangani persampahan. Organisasi ini mengumpulkan dan mengangkut 

sampah rumah tangga dan bisnis. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum 

membangun jalan dan jembatan untuk memudahkan transportasi sampah, TPS 

beton dan cor untuk mempermudah orang membuang sampah, dan drainase 

untuk membersihkan saluran air agar sampah tidak menumpuk di parit dan 

lebih mudah bagi pengangkut sampah untuk membersihkannya. Selain itu, 

mereka menetapkan lokasi TPA sesuai peruntukannya. Sejauh ini, Badan 

Lingkungan Hidup hanya memberikan pelatihan dan pendidikan tentang cara 

mendaur ulang sampah kepada masyarakat untuk mendukung pengelolaan 

sampah, tetapi upaya ini belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam 

                                                             
39

 Ani Marlina, “Tata Kelola Sampah Rumah Tangga melalui Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa di Indonesia,” Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara 11, no. 2 (Januari 7, 

2020): h 141–142. 
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pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Salah satu masalah 

dengan pengelolaan sampah adalah lokasi pembuangan akhir (TPA) yang 

sempit. Lokasi TPA baru jauh dan tidak memiliki jalan menuju TPA, dan 

tidak ada sarana penampungan sampah atau transportasi pengangkutan. 

Sumber daya manusia yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga tidak 

sesuai dengan luas wilayah. Proses lama atau tradisional, yaitu bakar, masih 

digunakan dalam pengelolaan sampah. Tidak ada peraturan daerah yang 

mengatur pengelolaan sampah, jadi garis besarnya sering berubah-ubah
40

 

Berdasarkan paparan riset-riset terdahulu setelah mana dipaparkan 

dapat diketahui bahwa penelitian ini hanya terfokus di desa gogok kecamatan 

tebing tinggi , sedangkan riset diatas mencangkup kabupaten kepulaun 

meranti. Setelah Cuma diadakan sosialisasi tapi tidak diterapkan sama 

masyarakat , pr pemerintah adalah bagaimana cara nya masyarakat bisa paham 

bagaimana cara pengelolaan sampah dan bagaiamana cara nya pemerintah bisa 

membuat tempat sampah yang lebih luas lagi supaya sampah tidak 

menumpuk. Tempat penampungan yang sempit membuat sampah menjadi 

menumpuk sehingga membuat masyarakat tidak nyaman. Dan kurang 

kesadaran masyarakat setempat dalam pengelolaan sampah karna masyarakat 

setempat banyak yang berkerja sebagai petani dan tidak peduli terhadap 

bagaimana cara mengelola sampah,dan di jadikan produk yang  bisa jual kan 

kembali sehingga perekonomi menjadi meningkat. 

 

                                                             
40

 Ria Riska Puspitasari, “Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 

Dalam Pengelolaan Sampah Tahun 2015.( Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan 

Ilmu Politik Universitas Riau),” Jom FISIP 4, no. 1 (n.d.): h 4–5. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

          Metode penelitiaan merupakan cara melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara 

mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai dengan menyusun 

suatu laporan. Metodelogi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun 

demikian, menurut kebiasan metode dirumuskan dengan kemungkinan- 

kemungkinan tipe yang dipergunakan dalam suatu penelitian dan penilaian.41     

       Metode penelitian pada dasarnya ialah cara yang dipergunakan dalam 

mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar ukur yang telah 

ditentukan42. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian 

yang sesuai dengan metode penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal, 

antara lain sebagai berikut: 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat 

kualitatif yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan atau observasi 

langsung43. Di mana penelitian ini menguraikan tentang “ 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 

TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA GOGOK 

                                                             
41

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

2012), h 5. 
42

 Arikunto  Suharismi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2020), h 126. 
43

 M. Ali Sodik Sandu Siyato, Dasar Metodelogi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015), h 11. 



37 

 

 

KABUPATEN KEPULUAN MERANTI MENURUT PERSPEKTIF 

FIQIH SIYASAH”. Untuk itu pendekatan kualitatif adalah penelitian 

yang menghasilkan data-data dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

2. Lokasi Penelitian 

 Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di 

Desa Gogok ,Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepuluan 

Meranti. Alasan penulis memilih tempat tersebut adalah karena lokasi 

tersebut sesuai dengan permasalahan penelitian. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian sebagai infomasi, yang artinya orang pada latar 

penelitian yang dimanfaakan untuk memberikan informasi tentang situasi 

dan kondisi latar penelitian. Dengan demikian  subjek pada penelitian ini 

adalah  , Kepala Desa Gogok, Kabid  Lingkungan Hidup pada Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukimandan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Kepulauan Meranti,Staf Ahli Lingkungan hidup pada Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukimandan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Kepulauan Meranti.  Sedangkan yang menjadi objek penelitian 

ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Keluan Meranti No 2 

Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Gogok, kecamatan 

Tebing Tinggi Barat. 

 

 



38 

 

 

4. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder : 

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara 

langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun 

sumber data primer dalam penelitian ini yaitu kepala desa gogok, kabid 

lingkungan hidup pada dinas perumahan rakyat, kawasan 

permungkiman lingkungan hidup kabupaten kepuluan meranti, staf ahli 

lingkungan hidup pada dinas perumahan rakyat, kawasan 

permungkiman hidup kabupaten kepuluan meranti. 

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang di dapat dari 

literatur dan buku-buku, jurnal  yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

5. Populasi  dan  Sample 

a. Populasi  

Populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian. Apabila 

seseorang ingin meneliti yang ada di sekitar yang ada di dalam 

wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan populasi. Dalam 

penelitian ini yang menjadi populasinya adalah berjumlah 3 (tiga) 

orang Yakni Kabid Lingkungan Hidup Pada Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan Pemungkiman Lingkungan Hidup Kabupaten 
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Kepuluan Meranti, Staf Ahli Lingkungan Hidup Pada Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permungkiman Lingkungan Hidup 

Kabupaten Kepuluan Meranti,  Kepala Desa Gogok. 

b. Sampel 

sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. 

Adapun yang menjadi sampel  dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) 

orang yang terdiri dari, Kabid Lingkungan Hidup Pada Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Pemungkiman Lingkungan Hidup 

Kabupaten Kepuluan Meranti, Staf Ahli Lingkungan Hidup Pada 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permungkiman Lingkungan 

Hidup Kabupaten Kepuluan Meranti,  Kepala Desa Gogok. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data , diperlukan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti
44

. Penelitian turun langsung ke 

lapangan. Dalam observasi ini peneliti melihat setiap aktivitas 

masyarakat setempat dan mengamati bagaimana pandangan 

masyarakat tentang pengelolaan sampah di desa gogok tersebut, 

sedangkan gambaran peneliti amati di tempat pembuangan sampah 

akhir di desa gogok sangat menumpuk sehingga membuat masyarakat 

setempat tidak nyaman. 

                                                             
44

 Subagyo P.Joko, Metodelogi Penelitian Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Rinake 

Cipta, 2004), h 102. 
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b. Wawancara, adalah suatu kejadian atau proses intraksi antara 

pewawancara (interviewer ) dan sumber informasi atau orang yang 

diwawancarai (interviewer) melalui komunikasi langsung
45

. Proses 

pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian 

dan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada 

responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. 

Adapun yang peneliti wawacara yaitu kabid  lingkungan hidup pada 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukimandan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti ,staf ahli lingkungan hidup 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukimandan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti, , kepala desa desa gogok. 

c. Dokumentasi penelitian ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh 

peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal, bisa berbentuk 

gamabar atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang 

pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. 

d. Studi Pustaka, data ini penulis peroleh dari berbagai literature dalam 

bidang pengelolaan sampah yang diperoleh berupa buku, jurnal dan 

lainnya. 

7. Teknik Analisis Data   

Analisis data bersifat kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan 

data yang diperoleh . Analisis ini dilakukan untuk mengambarkan 

                                                             
45

 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan (Jakarta: PT 

Fajar Interpratama Mandiri, 2017),h  372. 
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keadaan atau fenomena terhadap pelaksanaan PERDA No 2 Tahun 2020 

Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Gogok Kecamatan Tebing Tinggi.  

 

B. Sistematika Penulisan  

Acuan penulis dan pembahasan dalam penelitian dalam penelitian ini 

berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan 

Hukum. Dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  :   PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Batas Masalah, 

Rumus Masalah, Tujuan        Peneliti, Kegunaan Penelitian, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS) 

Dalam hal ini menguraikan tentang kajian teoritis dan penelitian 

terdahulu. Adapun rangkaian kerangka teoritis meliputi 

pengertian pelaksanaan , gambar umum Implementasi  Dan 

Perda pengertian pengelolaan, sampah,dan pengelolaan sampah, 

Siyasah Dusturiyah, Ruang lingkup dan kajian Siyasah 

Dusturiyah dan Konsep Negara Dalam Siyasah Dusturiyah. 

BAB III :  METODE PENELITIAN  

Penjelasan pada pada bab ini tentang jenis penelitian, lokasi 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, subjek dan objek 

penelitian, sumber data,teknik pengumpulan data, analisis data. 
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BAB IV :  PENYAJIAN DATA 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pada bagian pertama 

bagaimana tata kelola sampah dikabupaten kepulauan meranti 

berdasarkan peraturah daerah nomor 2 tahun 2020 . Sub bab 

kedua bagaimana pelaksanaan pasal 29 peraturan daerah nomor 

2 tahun 2020, Sub bab ketiga bagaimana pandangan fiqih 

siyasah dusturiyah terhadap pengelolaan sampah di desa gogok. 

BAB V :  PENUTUP 

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang 

diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB V 

                                            PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian hasil pembahasan di atas, maka penulis dapat 

menyimpulkan beberapa point sebagai berikut 

1. Tata Kelola Peraturan Daerah Kabupaten Kepuluan Meranti Nomor 2 

Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah adalah perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2015 Tentang 

Pengelolaan Sampah bahwa dengan ditetapakan dengan ditetatapkan 

peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan 

daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat 

daerah kabupaten kepulauan meranti telah terjadi peralihan kewenangan  

pengelolaan sampah dari dinas perkerjaan umum dan penataan ruang, 

perumahan dan kawasan permungkiman kepada dinas lingkungan hidup. 

2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepuluan Meranti Nomor 2 

Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Gogok, untuk di desa 

gogok itu sendiri pihak  Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman 

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti belum pernah 

melakukan sosialisasi sedangkan sosialisasi dilakukan dari pihak desa 

pada tahun 2014 yang lalu. 

3. Sedangkan menurut fiqih siyasah pemerintah mempunyai peran penting 

terhadapa kehidupan bangsa dan bernegara, salah satu upaya dan 

penegakan hokum tentang pengelolaan sampah , karna melindungin 
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masyarakat termasuk ke dalam siyasah dusturiyah. Hal ini sesuai dengan 

kaidah yang sudah ditetapkan yang artinya kebijakan seorang pemimpin 

terhadap rakyat tergantung kepada kemaslahatanya. Hal ini termasuk 

amanah dan pemerintah dari seseorang pemimpin, agar tercipta suatu 

kemasahatan bersama dan menciptakan seorang pemipin yang ulil amri. 

 

B. Saran 

Setelah mengetahui permasalahan dari pengelolaan sampah penulis 

memberikan saran yaitu  

1. Kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti agar di lakukan sosialisasi di desa 

gogok tentang cara pengelolaan sampah. 

2. Kepada kepala desa gogok agar memfasilitasi masyarakat agar mengerti 

penting nya pengelolaan sampah untuk mengembangkan bakat 

masyarakat. 

3. Untuk masyarakat desa gogok agar bisa mempelajari cara mengelola 

sampah dengan baik agar lingkunga jadi bersih terhindar dari sampah. 
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